QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 37 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEP] JALAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah, Retribusi Parkir dj Tepi Jalan Umum

Menimbang : 5.

merupakan jenis Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi
L;ewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan

pembiayaan, perly menetapkan Retribusi Parkir dj Tepi Jalan Umum
sebagai salah saty sumber Pendapatan Asg|j Daerah;

bahwa untuk maksud tersebut, perly ditetapkan dalam Suatu Qanun,

Mengingat : Undang-

—_—

2. Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 198] Nomor 7

6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahyn 1992
Angkutan Jalan (Lembaran Ne

Tambahan Lembaran Negara Nom

tentang Lalu Lintas dan

gara Tahun 1997 Nomor 49,
or 3480);

4. Undang-

Retribusi Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4]
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang—undang Nomor 22 Tahyn 1999 tentan

g Pemerintahan
Dacerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan

L.embaran Negara Nomor 3839);
6. Undang ... /‘9/
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6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893);

8. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897);

9. Undang-undang Nomor § Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

I'. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 198] Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258),

13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 ten‘ang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3410),
14. Peraturan A/
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 200] Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

16.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-unda;lg, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70),

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang

Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

19.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

20. Keputusan Menter; Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkir Untuk Umum;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribus; Daerah:;

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan dj Bidang Retribusj Daerah;

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang

Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat I1;

24 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50

Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang ‘
Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Dacrah: ) ﬂ
Scanned by CamScanner



26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang

sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk badan usaha tetap serta bentuk

badan usaha lainnya;
7. Kenderaan ... /A/ .
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7. Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan
teknik yang berada pada kenderaan itu termasuk kenderaan gandeng

atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kenderaan bermotor;
8. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

9. Parkir adalah kenderaan tidak bergerak suatu kenderaan bermotor yang

bersifat sementara;

10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

I1.Retribusi  Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut
retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan
umum yang ditetapkan oleh Bupati;

12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk

melakukan Pembayaran Retribusi:

13.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan

pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah;

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat

SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang;

15.Pemeriksaan  adalah  serangkaian kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB ... /’% -
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BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi

sebagal pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan

umum.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Parkir di Tepi

Jalan Umum.

(2)Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 4

Subjek  Retribusi  adalah orang  pribadi atau badan yang

menggunakanTempat Khusus Parkir di Tepi Jalan Umum.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal §

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan
tempat parkir.
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BABYV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan
jasa pelayanan dalam rangka mempelancar Lalu Lintas Jalan dengan tetap

memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat
dan keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kenderaun yang di parkir
ditepi jalan umum,

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kenderaan ]
Tarif
Bermotor

» Sedan, Jeep, Mini Bus Rp. 500,-/ sekali parkir
Pick Up dan sejenis
» Bus, Trucjk dan Alat Rp.1000,-/ sekali parkir

Besar lainnya

> Sepeda Motor Rp. 200,-/ sekalj parkir
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang  dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan

parkir diberikan. .
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) adalah:

a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan
jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lai serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada hurufe;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi;

J. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

i don 4 AN 17 » al raﬂ
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenal peratu

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 16

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang

bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 17
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pad tanggal 30 Novemver 2002 M
25 Ramadhan 1423 H

%UPW UEN, &,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M

27 Ramadhan 1423 H
/%‘KRETARL DAERAH KABUPATEN,
[}

DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 42
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Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal !5

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

£ 7/
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